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JAKSA AGUNG

an Tim Pelaksana Marian dari Tim Pengendali Penpadaan di ling-
kungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

L

Keﬁutﬁsan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982,

tentang Pokok-—pokok Organ15351 Kejaksaan Republik Indone-
sia ; . ' '

. KeputusénIPresideﬁ Republik Indonesia Nomor.29 Tahun 1984,

tentang -Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

. Kepﬁtusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Talun 1984,

tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang,/Pora]aLan Pcmcrln—
tah di Departemen/ Lembaga ;

]

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 /M Tahun

1984 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik In-
donesia ;

. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-116/J. A

/6/1983 tentang Susunan Organ15a51 dan Tata Xerja Kejaksaan
Republik Indonesia ;

. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 138/

J. A/6/1984 tanggal 2 Juni 1984 tentang Pembentukan Tim Pe-

‘ngcnddll Pengadaan di llngkungdn Kejaksaan Republik Indone-

sia H

. Keputusan Jaksa Agung chubllk Indonesia Nomor : KEGP- 140/

J.A/6/1984 tentang Pembcntukan Tim Pc]dksana Harian Tim Pe-

ngendali Pengadaan KCJaksaan Agung chuhl1k Indonesia ;.
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3. Keputusan Jaksa hgunﬂ‘Republlk Indones1a Nomor : KEP- iil/J VAR
6/1984 tentang Tata“ Ketja Tim’ Pengendall Penoadaan di ling -
Kungan Kejaksaan chubhk [ndom,bla

MEMUIUSKAN

. KEPUIUSAN JAKSA AGQUNG REPUBLIK [\IDENTSIA TENTANG PEWDIPUR‘JAAN

TATA KERJA TIM PENGENDALI PL‘!G}\DA}W DI LI\JGKINGA.\' KEJ:\I\SAA\I RE -
PUBLIK INDO\IESIA sebagail benkut :

Menyempurnokan pasal 7 Kopu_tus.m Jaksa Agung Republik’ Indonesia

.Nomor : KEP-141/J.A/6/1984, séhingga-sethJh pasal tersebut ber

bunyi :
S

' Pasai 7

(1) Tim Pelakssna Harian mengmnbii keputusan sementara dengan

memperhatikan pendapat anggota baik didalam maupun di luar
forum rapat anggota.

(2) Keputusan Tim Pelaksana Harian yang diambil dalam suatu ra-
pat anggota dlangcap sah, apabila rapat tersebut dlhadlrl
oleh separoh jumlah anggota ditambah satu. T

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tang
gal ditetapkan.,

Ditetapkan di : J a k arit a.

11 Jamu euji : -1_985_.
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